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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Pajak Penghasilan 

1. Definisi Pajak Penghasilan  

Menurut Siti Resmi,(2014:74) mengatakan Pajak Penghasilan (PPh) adalah 

pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam suatu tahun pajak. 

 

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Peraturan perundang – undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di 

Indonesia adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU 

Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, UU Nomor 17 tahun 2000, UU 

Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak. 

 

3. Subjek Pajak 

Subjek pajak pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai 

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak 

penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan 

pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Siti Resmi, 2014:75) 

Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak 

Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 
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atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak 

Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak 

telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut 

wajib pajak (Siti Resmi, 2014:75). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi 

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

c. Subjek Pajak Badan 

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah sebagai berikut: 

a. Kantor perwakilan negara asing 

b. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat 

lain dari negara asing 

c. Organisasi – organisasi internasional 

d. Pejabat- pejabat perwakilan organisasi internasional 

 

4. Objek Pajak 

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau 

keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran 

pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. 

Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
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untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun (Diaz Priantara,2012:186) 

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek 

pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara dan sebagainya. 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

c. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak maupun harta 

tidak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta 

atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 

d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. 

B. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

Pada akhir tahun pajak setiap Wajib Pajak badan harus membayar dan 

melaporkan besarnya PPh terhutang. Wajib Pajak badan harus membuat laporan 

keuangan fiskal untuk menghitung besarnya PPh terhutang.  

Dalam menyusun laporan keuangan fiskal Wajib Pajak badan akan melakukan 

rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) karena terdapat perbedaan antara penghasilan dan 

biaya yang diakui oleh perpajakan dan akuntansi. Berikut penjelasan mengenai 

komponen-komponen dalam menghitung besarnya PPh terhutang badan. 

 

1. Laporan Keuangan Komersial 

Laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui 

posisi keuangan dan laba ataupun rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan 

keuangan komersial mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
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(PSAK). Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan.  

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan rugi laba, 

laporan perubahan posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan.  Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan 

untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemilik 

perusahaan. Selain dari itu laporan keuangan dapat digunakan untuk memenuhi 

tujuan-tujuan lain sebagai laporan kepada pihak-pihak luar perusahaan. 

Laba akuntansi atau disebut juga dengan laba keuangan komersial adalah 

laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi 

tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan 

dan operasi. 

Pada Standar Akuntansi Keuangan Khusus PSAK 46 mengatur tentang 

Akuntansi Pajak Penghasilan. Jika dilihat dari sisi Akuntansi Pajak Penghasilan 

(PSAK 46) maka koreksi fiskal terbagi menjadi 2 yaitu: 

 

a. Koreksi Beda Tetap (Permanent Different) 

Koreksi yang dilakukan dimana koreksi tersebut dilakukan atas item-item 

laporan laba rugi yang benar-benar beda perlakuannya antara akuntansi 

komersial dengan aturan perpajakan (menurut akuntansi komersial dibolehkan 

sedangkan menurut pajak tidak boleh) sehingga tidak akan memberikan 

dampak masa pajak masa depan.  
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Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi 

berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal, 

contoh perbedaan tetap adalah sebagagai berikut : 

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, deviden, sewa 

tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 

ayat (2) UU PPh. 

2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti deviden yang 

diterima oleh perusahaan perseroan terbatas, koperasi. BUMN/ BUMD, 

bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 

3. Biaya/ pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasil bruto, 

seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/ 

pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadngan atau pemupukan 

dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak 

diperbolehkan (nondeductible expense) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat 

(1) UU PPh. 

4.  

b.  Koreksi Beda Waktu (Temporary Different) 

Koreksi yang dilakukan dimana koreksi tersebut dilakukan atas item-item  

laporan laba rugi yang menurut akuntansi komersial dan perpajakan 

sebenarnya boleh tapi hanya terdapat perbedaan metode, cara dan 

perhitungannya saja, yang pada akhirnya akan menghasilkan angka yang sama, 

oleh sebab itu akan berpengaruh/ berdampak terhadap efek pajak masa depan. 

Periode ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode 

sesudahnya. Contoh dari perbedaan ini adalah sebagai berikut : 
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1. Pengakuan piutang tak tertagih 

2. penyusutan harta berwujud 

3. Amortisasi harta tak berwujud atau hak 

4.  Penilaian persediaan 

 

2. Laporan keuangan fiskal  

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 

peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Laporan 

keuangan fiskal sebagai dasar penentu pajak yang harus dibayar ke negara. Tujuan 

utama dari laporan keuangan fiskal adalah pajak yang adil . Hal ini merupakan 

tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melindungi para pembayar 

pajak dari tindakan semena-mena.  

Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan 

keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam 

pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2011:81). 

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan 

laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap 

laporan keuangan akuntansi (komersial).  

Maka, laba fiskal adalah pengukuran laba yang digunakan dalam 

perpajakan. Laba yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku dan undang-

undang perpajakan. Oleh karena itu akibat dari perbedaan pengakuan ini 

menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda.  

Jika suatu entitas (Wajib Pajak) harus menyusun dua laporan keuangan 

yang berbeda, selain menyebabkan pemborosan waktu,tenaga,dan uang juga tidak 

tercapai tujuan menghindar manipulasi pajak. Menurut Bambang Kesit dalam Siti 
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Resmi (2014:400) Untuk mengatasi masalah tersebut,digunakan beberapa 

pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal,yaitu : 

a. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan 

komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan 

prinsip akuntansi tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari 

proses penyusunan laporan keuangan 

b. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. 

Artinya, laporan keuangan fiscal merupakan produk tambahan di luar laporan 

keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan 

prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di 

luar pembukuan melalui proses rekonsiliasi  

c. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan – ketentuan 

pajak dalam laporan keuangan komersial. Artinya, pembukuan yang 

diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan 

tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi 

bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. 

 

3. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan 

Menurut Siti Resmi (2014:399) yang menjadi penyebab perbedaan laporan 

keuangan komersial dan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, 

perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan 

biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. 

Menurut Standar Akuntansi keuangan, penghasilan (income) adalah 

peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk 

pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 
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mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal. 

Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa 

dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), 

bunga, deviden, royalty, dan sewa (Erly Suandy, 2011:83). 

Konsep penghasilan dari sisi fiskal tidak jauh berbeda dengan konsep 

akuntansi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 4 

disebutkan yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh 

Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa 

dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 

Dalam fiskal penghasilan dibedakan menjadi tiga kelompok yang sesuai 

tentang pengkelompokan penghasilan yang telah diuraikan dalam UU PPh No.36 

Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1),(2),dan (3), yaitu: 

a. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan 

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

3) Laba usaha; 

4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 
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b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham sekuritas, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungannya dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan. 

5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

8) royalti; atau imbalan atas penggunaan hak 

9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
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10)  penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11)  keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

  tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12) keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14)  premi asuransi; 

15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai 

pajak; 

17) penghasilan dari usaha yang berbasis syariah; 

18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 

19) surplus Bank Indonesia 

b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final  

1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

2) Penghasilan berupa hadiah undian; 

3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 

oleh perusahaan modal ventura; 
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4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau 

bangunan,usaha jasa konstruksi,usaha real estate,dan persewaaan tanah dan 

bangunan; dan  

5) Penghasilan tertentu lainnya; 

c. Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan 

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang 

berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan 

pemerintah; 

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan; badan pendidikan; badan sosial; 

termasuk yayasan; koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri 

Keuangan. 

3) warisan; 

4) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

5)  penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
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Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

6) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

7) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik negara, 

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; 

b) bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

25% dari jumlah modal yang disetor. 

8) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

9) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; 

10) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan 

Kontrak Investasi Kolektif; 

11) dihapus; 

12) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 
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bagain laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha 

tersebut: 

a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

13) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

14) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan; 

15) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggata Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai 

konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti 

atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal). 
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4.  Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

menganut pemajakan berbasis neto (net basis of taxation) yang berarti pajak 

didasarkan pada penghasilan bruto (gross income) dikurangi dengan pengeluaran-

pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang. 

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK menggunakan istilah 

“beban”, tetapi dalam undang-undang Pajak Penghasilan menggunakan istilah 

“biaya”  dan secara komersial juga yang diatur dalam SAK bahwa dalam laporan 

laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa 

mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang 

dapat diukur dengan modal.  

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial 

ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga 

apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat 

dikoreksi yang akan mempengaruhi penghasilan.  

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:230) Beban-beban yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu:  

a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 

tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun 

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya 

administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. 

b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

Pengeluran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, 

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. 
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5. Deductible And Non Deductible Expense 

Siti Resmi (2014:83) menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan oleh wajib pajak dapat  dibedakan menjadi: 

a. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses)  

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran 

yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek 

Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau 

selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 

b. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non deductible 

expenses). 

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau 

tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak 

atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan 

adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang 

melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka 

pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan 

bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan, termasuk:  

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain:  
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1) Biaya pembelian bahan 

2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang 

3) Bunga, sewa, dan royalty 

4) Biaya perjalanan 

5) Biaya pengolahan limbah 

6) Premi asuransi 

7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

8) Biaya administtrasi 

9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

Perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus 

dilaksanakan wajib pajak yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode 

saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Aktiva (harta berwujud) 

dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan 

 

 
Kelompok Harta 

berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan sebagaimana 

dimaksud dalam 

  Ayat (1) Ayat (2) 

I. Bukan 

Bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

II. Bangunan  

Permanen 

Tidak Permanen 

 

 

4   tahun 

8   tahun 

16 tahun 

20 tahun 

 

20 tahun 

10 tahun 

 

 

25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

 

5% 

10% 

 

 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6) 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak 

berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 

tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu metode garis lurus 

dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi 

Kelompok Harta 

berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Amortisasi berdasarkan Metode 

Garis Lurus Saldo Menurun 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

4 tahun 

8 tahun 

16 tahun 

20 tahun 

5% 

12,5% 

6,25% 

5% 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

            Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2). 
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Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif 

dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam 

melakukan penyusutan maupun amortisasi.  

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu. 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan. 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia. 

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 

2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktur Jendral Pajak. 

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara 

4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 ayat (1) huruf k 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
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k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah . 

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, dan  

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.  

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa 

untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam 

Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:  

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasi usaha koperasi. 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali 

1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurakan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 

2) cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

3) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 

4) cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. 

5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 
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6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah 

industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-

syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

d. Premi asuransi kesehatan ,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai 

penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 

dan minuman seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk 

natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanakan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, 

dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil 

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 
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h. Pajak Penghasilan. 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komandirte yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang pajak. 

 

Selain pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible 

expenses) dan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non 

deductible expenses), di dalam peraturan perpajakan juga terdapat biaya yang 

hanya boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak 

Nomor KEP-220/PJ/2002 dan biaya yang menggunakan daftar nominatif 

berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. 

Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen 

Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 sebagai berikut: 

a. Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan 

dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau 

pekerjaanya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari 

jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva 

kelompok I 

b. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon 

seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu 

karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya 

perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya tersebut. 
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c. Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, 

minibus atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk 

antar jemput para pegawai maka dapat dibebankan seluruhnya melalui 

penyusutan aktiva kelompok II. 

d. Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau 

sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai 

tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebesar 50% 

dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui 

penyusutan aktiva kelompok II. 

Biaya yang menggunakan daftar nominatif berdasarkan Surat Edaran Dirjen 

Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 merupakan biaya entertainment, reperesentasi, 

jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. 

Namun biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan apabila 

Wajib Pajak membuat daftar nominatif, dengan ini akan diberikan penjelasan 

mengenai biaya-biaya tersebut dan bentuk daftar nominatif yang akan disajikan 

pada tabel berikut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

 

Tabel 2.3 

Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan Sejenisnya 

 
Tahun Pajak: 

        No. Pemberian entertainment dan Relasi usaha yang diberikan Ket. 

Sejenisnya entertainment dan sejenisnya 

Tgl Tmpt Almt Jenis Jml 

(Rp) 

Nama Posisi Nama 

Perusahaan 

Jenis 

Usaha 

           

                            Sumber: Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 
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a. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. 

b. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut 

dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan 

perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 

perusahaan (materiil). 

c. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari 

penghasilan brutonya, agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan 

Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi: 

1) Nomor urut. 

2) Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 

3) Nama, alamat, jenis dan jumlah (Rp) entertainment dan sejenisnya yang 

telah diberikan. 

4) Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan 

nomor urut di atas yang berisi: nama, posisi, nama perusahaan dan jenis 

usaha. 

d. Apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan atau penelitian tehadap 

Surat Pemberitahuan Tahunan dan menemukan pos biaya entertainment dan 

sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak dimintakan daftar nominatif untuk 

membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan 

benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, 

menagih dan memelihara penghasilan perusahaan. 
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6. Rekonsiliasi Fiskal 

Rekonsiliasi fiskal merupakan usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat 

dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) 

dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun 

berdasarkan prinsip fiskal).  

Kertas kerja rekonsiliasi dapat disusun setelah dilakukan analisa terhadap 

keseluruhan transaksi usaha yang terjadi sesuai dengan catatan standar akuntansi 

keuangan atau mulai mencatat sejak awal tahun buku dimulainya suatu periode 

akuntansi dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tersebut 

dalam catatan sendiri 

Sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang harus terlebih 

dahulu mengoreksi laba rugi komersial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008. Dari analisis tersebut dapat diketahui transaksi mana yang telah sesuai 

dan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya penyusunan kertas 

kerja rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak dapat mengetahui semua perubahan 

yang terjadi pada setiap pos dalam laporan keuangan komersial dan dapat 

menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT PPh Badan sesuai 

dengan ketentuan perpajakan  

Rekonsiliasi Fiskal terdiri dari dua macam koreksi: 

a. Koreksi fiskal positif atau koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan 

komersial agar sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, 

sehingga akan menyebabkan jumlah PKP membesar (laba fiskal bertambah). 

b. Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan 

komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, 
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sehingga akan menyebabkan jumlah PKP mengecil (laba fiskal berkurang) 

Kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dibuat dengan ilustrasi sebagai berikut: 

 

Wajib Pajak X 

Rekonsiliasi Fiskal 

Tahun 20xx 

Keterangan Menurut 

Akuntansi 

Koreksi Fiskal Menurut Fiskal 

beda Tetap beda Waktu 

Pendapatan: 

- 

- 

Biaya-biaya: 

- 

- 

    

Laba (penghasilan) Laba bersih 

sebelum pajak 

  Laba 

(penghasilan) 

kena pajak 

 

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila: 

a. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau 

suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. 

b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi 

atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui 

menurut akuntansi. 

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila: 

a. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau 

suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi 

diakui menurut akuntansi. 

b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi 

atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui 

menurut akuntansi. 
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c. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final 

 

7. Kredit Pajak 

a. Dipotong/dipungut  

1) PPh Pasal 22 

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara 

lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan 

badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain 

(Waluyo, 2013:273). 

 

2) PPh Pasal 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang 

dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, 

atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan 

pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

(Waluyo, 2013:283). 
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3) PPh Pasal 24 

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau 

dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 

luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang 

terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri (Waluyo, 

2013:291). 

b. Dibayar sendiri 

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan 

(Waluyo, 2013:305).  

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang 

menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 

yang lalu dikurangi dengan: 

1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22. 

2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 24. 

 

Perhitungan Angsuran PPh pasal 25 Ayat (1) bagi Wajib Pajak Badan: 
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8. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Badan 

Dalam perpajakan di Indonesia, yang dimaksud dengan Badan adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya,  

badan usaha milik negara atau badan usaha milih daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk bentuk usaha tetap. 

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar 25% (dua puluh 

PPh menurut SPT Tahunan PPh Tahun lalu                                        xxx 

Pengurangan/Kredit Pajak: 

- PPh Pasal 22                                 xxx 

- PPh Pasal 23                                 xxx 

- PPh Pasal 24                                 xxx 

Total kredit pajak                                                                                  xxx (-

) 

Dasar penghitungan angsuran                                                               xxx 

 

Maka, Angsuran PPh Pasal 25: 

Angsuran PPh Pasal 25 =  Dasar penghitungan angsuran 

12  jumlah bulan tahun pajak 
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lima persen). Namun, pada pasal 31e UU Nomor 36 tahun 2008 memberikan 

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)  

Wajib pajak berhak atas pengurangan tarif 50% (lima puluh persen) yang 

dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai 

dengan Rp 4.800.000.000 (peredaran bruto setahun)  jika kedua syarat tersebut 

terpenuhi. 

Maka, tarif untuk Wajib Pajak badan adalah sebagai berikut: 

a. Bila peredaran usaha diatas Rp 50.000.000.000,00, akan terkena tarif Pasal 17 

ayat (2a) UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebesar 25% 

 

PPh Terhutang Badan = 25% x Laba Fiskal (PKP) 

 

b. Bila peredaran usaha hanya sebatas atau kurang dari Rp 4.800.000.000,00, maka 

mendapatkan pengurangan tarif atau fasilitas sebesar 50% x 25% sesuai dengan 

bunyi Pasal 31 huruf e. 

 

 

 

 

 

c. Tetapi bila peredaran usaha diantara Rp 4.800.000.000,00 s.d Rp 

50.000.000.000,00, maka yang dapat pengurangan tarif atau fasilitas hanya dari 

omset yang Rp 4.800.000.000,00 saja. Sesuai dengan Pasal 31E UU Nomor 36 

Tahun 2008. 

 

PPh Terhutang Badan = 25% x 50% x Laba Fiskal 

(PKP) 
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9. Perhitungan Lebih Bayar / Kurang bayar / Nihil 

Setelah menghitung PPh terhutang maka selanjutnya menghitung apakah 

kurang bayar, lebih bayar atau nihil yang merupakan PPh pasal 29 dengan cara: 

   

    

 

     

 

Jika hasilnya positif (PPh terhutang > kredit pajak) berarti kurang bayar 

(KB), jika hasilnya negatif (PPh terhutang < kredit pajak) berarti lebih bayar (LB) 

dan jika hasilnya 0 (nol) (PPh terhutang = kredit pajak) berarti nihil. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 telah mengatur tentang 

pengertian penghasilan dan telah menentukan cara untuk menghitung Pajak 

Penghasilan tersebut. Perusahaan harus membuat laporan keuangan pada akhir periode 

yang disebut laporan komersial dan harus menghitung pajak sesuai dengan ketentuan 

dan menurut aturan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan rekonsiliasi fiskal 

A (yang dapat fasilitas) = Rp 4.800.000.000 x Laba Fiskal (PKP)  

            Omset  

B (yang tidak dapat fasilitas) = Laba Fiskal (PKP) – A  

 

Maka, PPh Terhutang Badan: (A x 25%) x 50%   =    xxx 

           B x 25%               =    xxx    (+) 

           PPh Terhutang Badan                                       xxx 

PPh terhutang                                                                         xx 

Kredit pajak: 

-Dipotong/dipungut                                                (xx) 

                                                               xx 

-Dibayar sendiri                                                             (xx) 

KB(LB) atau Nihil                                                                xx(xx) 0                            
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karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban atas laporan laba/rugi 

menurut ketentuan akuntansi (komersial) dengan ketentuan perpajakan. 

Setelah melakukan pengoreksian atas laporan laba/rugi komersial perusahaan 

lalu akan menghasilkan laporan laba/rugi fiskal yang dijadikan sebagai dasar 

perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Kemudian, dari perhitungan tersebut akan 

didapatkan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Setelah itu, akan 

dianalisis apakah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Batasan Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Laporan Laba Rugi PT 

Pinapan Gunung Mas 

Tahun 2014 

Koreksi 

Fiskal 

Laba 

Fiskal 

PPh 

Terhutang 

 

Sesuai Dengan Peraturan 

Perpajakan yang Berlaku. 

 

 

Tidak Sesuai Dengan Peraturan 

Perpajakan yang Berlaku. 

        


